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kKevarngan Dings p 4
mﬂrm:dayaan Perampuan D:: %'Tr: @an Penduduk Dan Keluarge Bersncana dan
e ndungan Anak Tahun Anggaran 2022, terdiri dari

5 Laporan Realisasi Anggaran;

b Laporan Operasional,

¢ Laporan Perubahan Ekuitas

d) Meraca;

¢ Catatan Alas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022,

sepagarmana terlampir adalah tanggung jawab kami -

1. Laporan Keuangan tersebut felah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai sera sesuai ketentuan perundang-undangan yang berdaku,
yang isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan
dan Catalan Atas Laporan Keuangan secara laysk sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

2. Data dan angka-angka yang lercantum dalam Laporan Keuangan yang kami
bual sudah di cros chek dengan Bidang Akuntansi BPED dan sudah memadai
untuk menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyatasn langgurg jawab ini dibual untuk dipergunakan
sebagaimana mastinya.

Wanoglri, 17 Februari 2022
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KATA PENGANTAR

Dinzs Pengendalian Penduduk Dan Keluargs Berencana dan Pembendayaan Perempusn Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogin adalah salah satu entias skuntonsi yang berkewziban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan perdanggungiawaban alas pelsksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dwerah, Salah salu pelaksanaannya adalah dengan menyusien laporan kewangan bevupa :
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Cperasional
Laporan Perubahian Ekuias
MNaraca
Calatan alas Laporan Keuangan {Calk)
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdaysan Perempuan Dan Pedindungan Ansk Kabupalen Wonogii mengacu pada Peraturan
Pemarintah Momor 71 Tahun 2010 lentang Standar Akuntansi Pemeriniahan Bavbagis Akrual, Peraturan Maren
Dalam Negerd Momor 64 Tahun 2013 Tentang Panerapan Standar Akuntansi Pemerntah Berbasis Aknual Pada
Pemerintah Daerah, Peraturan Menler Dalam Neged Nomor 13 Tahun 2006 fntang Pedoman Pengeiciasn
Keuangan Dastah dan Peraturan Menberd Dalam Negerd Nomor 53 Tahun 2007 tenlang Perubshan Alas Persturan
Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2008 lenlarg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daarsh dan Perzturan
Bupali Momor 34 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini telah
disusun dan disgikan dengan basis akrual sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi kevangan
yang iransparan, akural dan akuntabel

Laporan Keuangan ini dinarapkan dapal memberkan informas yang berguna kepada para
pemakal |aporan khususnya sabagai sarang untuk maningratkan aiumiabilitaspeianggungjawaban dan
ransparansi pengelclaan keuangan negara pada Badan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluama
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Pedindungan Angk Kabupalen Wonogii. Disamping itu,
laporan keuangan Inl juga dimaksudkan untuk membesikan nformasi kepada manaemen dalam
pengambilan kepulusan dalam usaha untuk mewujudkan lata kedola pemednntahan yang bak

Kami menyadani sepenuhnya bahwa laporan keuangan ini masi jauh dan sempuma, Ceh karena
ihy unluk kessmpurnaan laporan keuangan ini, kami mohon saran dan masukan sekalgus koreks: dan
semua pihak yang lerkall, dengan harapan pada ahun-lanun yang akan datang Laporan Keuangan Denas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Peindungan
Anak Kabupaten Wonogin dapat disusun dan lersajl dengan lebeh baik

Wonogin, 17 Februan 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
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BAB |
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Pedindungan Anak (PPKB Dan P3A) tahun 2022
deusun sebagal Laporan Perianggungawaban alas kegiatan keuangan dan sumber
daya ekonomis yang dipercayakan serta menyediakan informasi yang relevan
mengenal posisi keyangan dalam satu periode pelaporan,

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) merupakan satu
kesatuan yang lerdiri dari . Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca,
Laporan Perubahan Ekuttas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan
bersama — sama.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud
Maksud Laperan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disajikan
dalam rangks peranggungjawaban Pengeiolaan Keuasngan Daerah yang
gkuntabel dan transparan.

b, Tujuan
Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberkan informasi kepada
masyarakat unfuk mengetahul dan mendapatkan informasi seluas — luasnya
tentang keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

a Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembeniukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum
pada pasal 3 ayal (1) angka 28 Pemerintah Kabupaten Wonogin didirikan:

b. Undang —Undang Nomor 17 Tshun 2003 tentang Keuangan Megara Pasal 1
bahwa Akumtansi berbasis Akrual dilaksanakan selambal-lambatnya dalam 5
{lima) tahun.

¢. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3

ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara lertib, 1aat pada
CALK Dinas PPKE dan P3A 2023 s
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poeraturan perundang - undangan, ofisien, okonomis, ofeklf, Irnnsparan, don
bertanggung jawal dengan mamperhatkon risa kaaddan dan kepatuton,

d Undang - Uindang Nomor 1 Tahun 2004 temang Perbendoharaan Naegam
(Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2004 MNomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4355).

8 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomaor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4388),

I Undang - Undang Nomaor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Kevangan Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4400);

g. Undang - Undang Republik Indonesia Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Womor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 4421},

h. Undang - Unoang Republk Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomaor
32 Tahun 2004 tentang Pemeriniah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaram Negara republik
Indonesia Nomor 4844);

i, Undang - Undang Republik Indonesia Momor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusal Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taehun 2004 MNomor 126 Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonasia Nomar 4438),

j Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573),

k. Peratwran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
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|. Undang = Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Momor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

m.Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemarintahan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

n. Paraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4578),

o. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara/Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4509)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2008
teritang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor T8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahuwn 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinara Instansi Pemearintah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2006
HNomaor 25, Tambahan Lembaran Megara |Lepublik indonesia Homor 4614);

g. Peraturan Pemeriniah MNomor 38 Tahun 2007 tentang Pengeloisan Uang
Magara/ Daerah (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4738);

r. Peraturan Presiden Momor 54 Tahun 2010 lentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemarintah sebagaimana telah diubah baberapa kali terakhir dengan Peraturan
Prasiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perasiuran
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

s. Peraturan Menter Dalam Neger Momor 13 Tahun 2008 tentang Padoman
Pengelciaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Manten Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuwangan Daerah;

t. Peraturan Menter Dalam Negeri Momor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Peangelolaan Barang Milik Daerah;

CALE Dinas PPRE dan PAA 3023 1
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u. Peraturan Menleri Dalam MNeger Momor 55 Tahun 2008 lentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggurgjawaban Bendahara
Serta Penyampaiannya;

v. Peraturan Mentzri Dalam Negeri Momor 64 Tahun 2013 tentang Penarapan SAP
Berbasis Akrual pada Pemeriniah Dasrah.

w. Peraturan Diaerah Kabupaten Wonogiri Momor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wanogiri Tahun Anggaran 2021 -

x. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogii Momer 3 Tehun 2022 tenfang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2022

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab | Pendahuluan
1.1 Maksud Dan Tyjuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Kauangan
23 |Indikator Pancapaian Target Kinesja APED

Bab Il Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Targel
Yang Teitah Dietapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4,1 Entitaz Pelaporan Keusngan Daerah
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan
¥ang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemeriniahan

" "CALK Dinas PPKE dan P2A 2027 il
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Bab V Penjelasan pos — pos Laporan Keuangan
6.1 Rincan dan penjelasan masing — masing pos — pos pelaporan
keuangan
51.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
513 Aset
514 Kewajiban,
5.1.5 Ekuitas Dana.
Bab VI Penjelasan Atas Informasi - Informasi Non Keuangan
Bab VIl Penutup
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BAB Il
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro |

2.2

Dinas Fenangand&ﬁ&i'r Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan F'arau‘np:;.mn Dan Pedindungan Anak (Dinas PPKE dan P3A)
Kabupaten Wonogini mempunyai dua urusan yaitu urusan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perfindungan Anak.Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dan pemberdayasn Ferempuan dan Perlindungan Anak fidak
lerdapat Anggaran Penerimaan karena fidak sebagsi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) penerma Pendapatan, Sedangkan untuk Anggaran Belanjs
pada Dinas FPengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pamberdayaan FEI"EI'HPI:.IEH dan perfindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun
anggaran 2022 sehas.z;r Rp 17.225257.518 - yang tendiri dar Anggaran
Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Belanja FI!|::|.i 15.277.647.983,- .atau 88,69 % Pencapaian targei
Eeclanjz pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonagiri dipengaruhi oleh
faktor infernal dan ekternal

Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan di Dinas PPKE Dan P3A kabupaten Wonogid tidak
tedapas dari kﬂhijﬂh’.alil umum anggaran yang telsh ditetapkan sabagai
pedoman dalam penyusunan, pangaloiaan dan partanggungjawaban Anggaran
Pandapatan Belanja Daerah setiap tahun Tahun Anggaran. Kebijakan umum
anggaran terdin dari Kebijakan Pendapatan Dasrah, Kebijakan Belanja Dasrah
dan Kebiakan Pembiayaan Daerah

2.2.1. Kobijakan Anggaran Pendapatan Daerah, yaltu :

Karena Dinas Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Parempuan dan Perindungan Anak tidak termasuk QOPD

yang mengelola pendapalan, sehingga tidak mengacu pada kebizkan
Anggaran Pendapatan.

2,2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah, yaitu :

a. Mengutamakan belanja yang bersifat wajib (fix-cos!} baru kemudian
belanja lainnyan pada setiap perencanaan belanja,

CALK Dinas PPKB dan PIA 2033 3
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b. Hemat, lidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang diisyaretkan

c. Terarah, terkendal sesuai dengan skala prigritas dan kemampuan dana
yang tersadia,

d. Selalu memperhatikan ketentuan - kelentuan pengeloiaan keuangan
Megara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang ditarang.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Woncgin
Tahun Anggaran 2022, sebagaimane Dokumen Pelaksanaan Anggaran
SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun
Anpgaran 2022 yang telah ditetapkan mempunyai 7 Program dan 41
Sub Kegatan,

Adapun indikator pencapalan target kinera dan program dan sub kegiatan
adalah sebagai berikul :

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
1.1 Peningkatan Kwalitas Keluarga dalam mewujudkan Keselaraan
Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1 Pelaksanaan Komunikasi informasi dan edukasi KG dan
Perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota
Capaian Kegialan:
Rasio KDRT
Masukan -
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000
Kelyaran .
Parseniase Jumlah Kegiatan Sarana Informasi dan Edukas: KG dan PA
Bagl Keluarga
Hasil :
Ras:o KDRT
1.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

CALK Dinas PPEF dan FIA 3033 3 7
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1.2.1 Advokasl Kebljakan dan Pendamplngan dan Pendampingan Lambaga

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tinghat Dagrah
Kahupaten/¥ata

{eapaan Kegiatan;
Rasio KDRT
Masukan
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000
Keluaran ;
Jumilah Lembaga Penyedia Layanan Peningkalan Kualtas Keluarga yang
berparan aktif
Hasil ;
Jumiah Lembaga Penyedia Layanan Paeningkatan Kualitas Keluarga yang
barperan akhf
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

21 Pengumpulan,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan
Anak Dalam Kelembagaan

2.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
Capaian Kegiatan:
Perzeniase Ketersediaan dala gender dan Anak
Masukan !
Jumiah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000
Keluaan :
Persentase OPD yang Mempunyai Dala Gender dan Anak
Hagil .
Fersentase OFD yang Mempunyai Data Gender dan Anak

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non pemerintah |
Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota

3.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendamping Pemenuhan Hak Anak pada
Lembaga Pemearintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewoenangan Kabupaten /Kota.
Capaian Kegatan .
Perseniase pemenuhan Hak Anak
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Masukan |

Jumigh Dana yang dibutuhkan Rp. 50, 000.000

Eeluaran ;

Perzenlase Jumlah pemerintah Non Pemerintah dan dunia usaha dalam
PHA

Hasil -

Parsentase lembaga pemenntah,Mon pemerintah dan Dunia Usaha dalam
PHA

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Hota
4.1. Perencanaan,pengangaran,dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
4.1.1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.1.2Evaluasi Kinerja perangkat daerah

Capaian Keqatan :
Persentase lertib laporan kinerja administrasi pemerintah daerah
asukan :
Jumlah Dana yang dibuluhkan Rp, 2.000,000
Keluaran :
Tersusunnya Dokumen Administrasi Perencanaan dan evaluasi kinerja
Perangkat daerah
Hasil |
Terseusunnya Dokumen Administrasi Pefencanaan dan Evaluas: kinerja
perangkat dasrah.
4.2, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.2 1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.2 2K oordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
Parsentase lartib laporan kinerja administrasi pemenntahan daergh
Jumilah Dana yang dibiduhkan Rp. 3.650.395. 509
Kaluaran .
Terlaksananya Administrasi Perkanicran
Hasil ;
Terlaksananya Adminisirasi Perkanloran
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A0 Adminestras ) Umm Paranghatl Dasrah
43 1Penyedigan Paralatan dan Podanghapan Kantor
4 3 IPwivyediaan [Raham Logistik Kantor
4.3 Wanyediaan Barang Cetakan dan Pengygandaan
4 3 dPeryelanggaraan Rapal Koordinas| dan Konsultasi SKPD
Capaan Xegaian
Porsectase tedd laporan inaga admimstias: pemeriatation digorah
Masykan
Jumiah Dana yang dibiduhhan Rp 55 000 000 -
Keluaran
Teraksananyd Admrusiras: Perkantoran
Hagl
Tedaksananya Adminsiras Perkanionan
4.4, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dacrah
4.4 1Penyediaan Jasa Sural Menyuratl
4.4 2Penyediaan Jasa Komunikasl, Sumber Daya Ajr
4.4 2Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Capaunn Kegiptan
Persentase tertib laporan kinerja adminstras: pemenintahan doarah
Masiukan
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.252.732 400, -
Keluaran
Palayanan Adminisirasi Perkantoran
Hasi -
Teraksananya Adminisiras Perkanioran

4.5, Pemeliharaan Barang Milik Dagrah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah,

4.5 1Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemaoliharaan,Pajak,dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan

4.5 2Pemeliharaan | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lain
CGapaan Kegiatan -
Perseniass lerbb laporan kinerja adminisirasi pemanntahan dacrah
Iaguken
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Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000,000 -
Keluaran ;

Terlaksananya Administrasi Parkantoran
Hasil ;

Terdaksananya Administrasi Perkantoran

5. Program Pengendallan Penduduk

5.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah,Provinsi
Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk

3.1.1Implementasi Pendidikan Kependudukan dalam Program
Kependudukan dan KB
Capaian Kegiatan
Tolal/TFR (Total Ferinity Rate)
Masukan :
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 20.000.000.-
Keluaran :
Jumiah Penerma manfaat grand desain dan implemenias: Pendidikan
Kependudukan,
Hasgi :
Jumlah Penerima manfaat grand desain dan implementasi Pendidikan
Kependudukan

5.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Capalan daerah
Kabupaten/Hota

5.2 1Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi
keluarga

5.2.2Penyediaan data dan informasi keluarga

5.2.3Pengolahan dan pelaporan data pengendalian laangan dan pelayanan
KB

iatan .

Persentasa peningkatan peseria KB Aktif

Masukan ;
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 167.988.000,-

Keluaran ;
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Jumilah Promesi dan KIE seria sosialisasi KKBPK
Hasil
Jumiah Promosi dan KIE saria sosialisasi KKBPK

&. Program Pembinaan Keluarga Berencana
6.1, Pelaksanaan Advokasl,Komunikasi,Informasi, dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal.
6.1.1Advokasi program KKBPK kepada stakholder dan mitra kerja
6.1.2Penyadiaan dan Distribusi sarana KIE program KKBPK
6.1.2Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan
Elektronik serta Media Luar ruangan.
6.1.3Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
Capaian Kegiatan
Persentase Peningkatan pesara KB Aktf
Masukan :
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 2 106 401 400 -
Keluaran ;
Pelaksanaan promosi dan KIE serta sosalsas program Bangge Rencana
Hagil
Teraksananya promosi dan KIE sarla sosialsasi program Bangga Kencana

6.2, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PHEBIPLEB)

6.2 1Penggerakan Kader Institusi Masyarakal Pedesaan (IMP)
Capaian Kegaatan
Perseniase Perungkatan KB Akif
Masykan
Jumiah Dana yang dibutuhkan Rp 1 455 800 00 -
Kelupran_.
Jumiah PPKBD dan Sub PPKED
Hasil |
Jumilah PPEBD dan Sub PPEBD

§.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontraseps| serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota

A EEETTE T BT T T B c————
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6.2 1Pengendalian Pandistribuslan Alal dan Ohat Konirasaps! dan sarana
Penunjang Pelayanaan KB ko Fasliitas Kosahatan Tormasuk Jaringan
Dan Jejaringnyn.

6.3.2Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)

6.1.3Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

6.3.4Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencanan
Dan Kesehatan Reproduksi

6.3.5Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

6.1.6Peningkatan Kesertaan KB Pria
Capaian Kegiatan .
Persentase Paningkatan paseria KB Aktif
Masukan
Jumilah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.532 000 115~
Kelyaran
Persentasa Palayanan KB d Daerah
Hasil |
Perseniase Pelayanan KB di Daearah

8. 4Pemberdayaan dan Peningkatan Peran sera Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Mota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
pembinaan Kesertaan Ber-KB

6.4.1Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Capaian Kegialan
Persentase Peningkatan peserta KB aktif
Masukan :

Jumiah Dana yang dibuluhkan Rp. 1.136.500.000,
Keluaran :

Jumiah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana
Hasil :

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana

7. Program Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahters
(KS)
7.1 Pelaksansan Pembangunan Keluarga melalul Pembinaan Ketahanan
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Dan Kesejahteraan Keluarga

7.1.1Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi
Keluarga/UPPKS)

7.1.20rientasiiPelatihnan  Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan
Kesejahtaraan Keluarga [(BKB.BKR,BKL,PPKS PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi KeluargalUPPKS)

7.1.3Penyediaan blaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargasarana (BKB,BKR,BKLPPKS,
PIK-R,dan  Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS.PIK-R dan
Pemberdayaan ekonomi Keluarga UPPKS)

T.1.4Penyediaan biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluargasarana (BKB,BKR BKL.PPKS,
PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS PIK-R dan
Pemberdayaan ekonomi Keluarga UPPKS)

T.1.5Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesajahtaraan Keluarga (BKB,BEKR,BKL FPFKS,
PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi KeluargaUPPKS
Iindek Pembagunan Keluarga
Masukan .
Jumilah Dana yang dibutubkan Rp 5910637 724 -
Keluaran .
Jumtkah Pembinaan Kelahanan dan Resgahiaraan Keluarga

Hasil |
Jumiah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan ketuarga
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BAB NI

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

4.1,

Ikhtisar Realisasi Pencapalan Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebaga)

berikut:

Ma. APEBD

Anggogaran
(Rp.)

Realisasi
(Rp.)

Targ

% el

Naik | |
| turund
| hemat

1. | Pendapatan |- ¥ %

=

Belanja 17.225.257.518,- | 15.277.647.983,- | 88,68 | 100% | Turun

% | i

S — ok e N

Dinas Pengendalian Penduduk Dan HKelsarga Berencana dan

Pemberdayaaan Perempuan Dan Pedindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A)
Kabupaten Wonogiri tidak ada Anggaran Pendapatan karena bdak termasuk
SKPD yang mengelola Pendapatan.

Untuk Pengeiclaan Belanja Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PPKB dan
P3A realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai sebesar Rp
15.277.647.983,- atau 86,69 % dan lotal anggaran Rp. 15.277.647 983 - Hal ini
dikarena penyerapan pada Anggaran Belanja gaji pegawai lidak bisa terserap
secara maksimal yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 3,649 396 5599 - realisasi
sebesar Rp 2.484.477.894 - dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan
mutasi.Dan uniuk belanja Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan
Pelaksana | Kadar) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB,BKR,BEL,PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Rp 3.535.240.000,- realisasi Rp. 3.088.932 527 - yang dikarenakan Kegiatan
Tim Pendamping Keluarga mash pedu koordinasi
palaksanaannya.

adanya uniuk
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3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan
program dan kegiatan selama tahun 2022 terutama dan sisi sistem Pengelolaan
Administrasi Keuangan, maka dapal dirumuskan hambalan dan kendala yang
dihadapi sabagai berikut;

1. Adanya beberapa pegawai yang purna tugas baik pejabat struktural dan
pejabat fungsional khisus dan belum segera lerisi mengakibatkan proses
pengelolaan keuangan agak kurang lancar,,

2. Adanya anggaran untuk Tim Pendamping Keluarga yang merupakan
menu kegiatan baru dard DAK Non Fisik masih perlu adanya koordinasi
lintas sekior belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Terbatasnya SDM baik sscara kuslitas maupun kuanttas dalam
pengelolaan keuangan.

Langkah pemecahannya adalah dengan melakukan upaya-upaya sebagai
berikut
1. Memaksimalkan SDM yang ada dalam pengelclaan  Administrasi
keuangan.
2. Melakukan strategi pemantauan tim pendamping Keluarga di fiap
Kecamatan
3. Melgkukan percepalan penyergapan anggaran guna pencapaian targel.
4. Terus melakukan bimbingan dan petaiihan dalam seliap pelaksanzan
anggaran kegiatan dalam pemahaman pengeiolaan keuangan.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraluran Pemerinlalh Nomar 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerniniah
Nemor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang
tersirukiur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksl vang dilakukan oleh
sualu eniMas pelaporan, Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan
informasi mengenal posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaal bagi para pengguna dalam
membual dan mengevaluasi kepulusan mengenai alokasi sumber daya

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdini dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang — endangan
wajib manyampaikan laporan keuangan. Sebagai enlitas pelaporan adalah satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah (BPKD). Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh  karenanya  wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan,

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemenniah Kabupaten Wonogiri disajikan  dengan
mengacu pada standar akuniansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Pemernniah Nomor 71 Tehun 2010.
Bagis akuntansi yang mendasan penyusunan laporan keuangan adalah Acrual
Basis dimana Pengakuan sualu kejadian atau peristiwa pada saal timbulnya hak
dan kewajiban

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri basis pengukuran yang mendasari
penyusunan laporan keuangan adalah :
a. Pendapatan

Aok
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Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sakarang kas yang diteima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur
dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nitai tukar
(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

b. Belanja
Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah atau akan dikeluarkan Belana
yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mala uang rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saal terjadinya
balanja

¢. Pemblayaan
Pengukuran pambiayaan menggunakan mata uvang rupiah berdasarkan nilai
sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan Pembiayaan yang
diukur dengan mata uang asing dikenversi ke mata pang rupiah berdasarkan
nikai tukar (kurs lengah Bank indonesia) pada saat pengakuan pambiayaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemarintah
Momor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeriniahan Berbasis Akrual,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemernintah daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Megern Nomor 59 Tahun 2007
teniang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelclaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomar 34
tahun 2014 tentang Kebjakan Akuntansi Pemenntah kabupaten Wonogini, sebagai
barikut .

a, Kas dan Bank

Kas adzlah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas

digkui pada saat dilerima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal Lang.

Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipartanggungjawabkan (UYHD) / Uang

Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDF) / Uang Persediaan (UP) yang belum

dipertanggungjawabkan hingga tanggal nersca awal Saldo simpanan di bank

yang dapat dikategorikan sebagal kas sdalah saldo simpanan atay rekening di
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bank yang setisp sast dapatl ditarik atau digunskan untuk melakukan
pembayaran.

b. Piutang

Plulang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan
dapal dijadikan kas dalam satu pericde skuntansi. Piutang diakui pada skhir
perode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang skan diterima dan jumlah
pembiayaan yang lelah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar
nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan,

c. Persediaan
Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam safu penods
akuntansi. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai
barang yang belum terjual atau ferpakai. Persadiaan dinilai berdasarkan harga
pembelian, harga standar, dan harga /| nila waar alau estimasi nilzi
penjualannya.

d. Investasi Jangka Panjang
Invesiasi Jangka Panjang adalah penyeriaan modal yang dimaksudkan untuk
mempercleh manfaat ekonomis dalam jangka wakiu letuh dan salu periode
akuntansh, Investasi jangka panjang diakwi pada akhir periode akuntansi
berdasarkan harga perolehan yailu jumlah kes vang dikeluarkan atau akan
dikeluarkan dalam rangka mempercieh kepemilkan yang sah alas investasi
tersabut. Investasi dalam saham, BUMD yang dijual ! ditukar dengan aktiva lam-
lain, nilai sahamnya diletapkan dengan menggunakan metode penlaan harga
perolehan rata — rala.

4.5 Aktiva Tetap

Aktiva telap adalah akliva berwujud yang mempunyal masa manfaal lebib dari satu

pariode akuntansi dan digunakan untuk menyelanggarakan kegialan pemenniah

dan pelayanan publik. Akliva tetap dapat diperoleh dan dana yang bersumber dari
sebagian atau seluruh APBD melalw pembelian, pembangunan, donasi dan
pertukaran dengan akliva lainnya.

- Aktiva Tetap yang diperocleh bukan berasal dan donasi diakui pada akhir periode
akuntansl berdasarkan jumiah belanja modal yang telah diakui dalam periode
berkenaan.

- Aktiva tetap yang diperoleh can donasi diskul dalam periode berkenaan yailu
pada saal akliva tersebul dilenma dan hak kepemilikannya berpindah. Aktiva
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tetap dinilai dengan histories atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tatap
dengan menggunakan nilai historis tidsk memungkinkan, maka nilai akliva tetap
didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Penyusutan Aktiva Tetap sampai dengan laporan keuangan ini disajikan, belum

dilakukan, dan oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Wanogiri tidak membuat
kebijakan tetang aktiva tetap.

4.6 Aktiva Lain = Lain

Akliva lain — lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva
lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan. Aktiva lain — lain
meliputi piutang angsuran, buill operate and transfer (BOT) dan Bangunan Dalam
Pengerjaan,

4.7 Hutang Jangka Pendek

Hutang Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh

tempo dalam satu periode akunlansl. Hutang jangka pendek diukur dengan nilai

rominal mata wang rupiah yang harus dibayer kembali dan diukur dengan nilai
nominal mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilal
tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal ransaksi

Hulang jangka pendek terdin dani ;

- Baglan lancar hulang jangka panfang, adalah bagian hulang jangka panjang
yang jatuh tempo dalam salu periode akuntansi. Bagian lancar hutang jangka
panjang diakui pada saal rekiasifikasi dalam periode beralan atau berdasarkan
jumiah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang |angka
panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

- Hutang perhifungan pihak ketiga, adalah kewajiban kepada pihak ketiga
sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau
jatuh tempo dalam satu pencde akuntansi, Hutang perhitungan pihak ketiga
diakui pada akhir penode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, kas yang akan
dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atay pembayaran
hutang perhitungan pihak ketiga yang diakui dalam periode berjalan,

4.8 Hutang Jangka Panjang
Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembaii atau iatuh
tempo lebih dan satu penode skuntansi. Hutang jangka panjang diukur dengan nilai
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neminal mata uang rupiah yang harus dibayar kembal dan diukur dalam mata wang
asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs (kurs tengah Bank
Indonesia) pada tanggal transaksl. Hulang Dalam Negeri, adalah hutang jangka
pamang kepada pinak kefiga di dalam neger. Hulang dalam negen disku pada
akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayasn yang berupa penenmaan
hutang dalam negeri yang lelah diakui dalam periode berjalan.

4.8 Ekuitas Dana

Ekultas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah
akiiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana terdini dari -
- Ekuitas Dana Lancar
Ekwetas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dengan kewa|jiban jangka
pandek,
- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitaz Dana |nvestasi mencerminkan kekavazn pemerintah yvang leranam
dalam asel non dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan

untuk fujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang -
undangan,
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BAB V
PENJELASAN POS = POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas PPKE dan P3A mengacu pada Peraluran
Pemeriniah Nomor 24 Tahum 2005 tentang Standar Akuntansi Pamerintahan
sebagaimana divbah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Paraturan
Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelciaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menten Dalam Megeri Nomor 64 Tahun 2013 lentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemeriniahan Berbasis Akrual pada Pemeniniah Daerah.

5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Meraca
5.1.1 Pendapatan

Pendapatan LRA adalah semua penenmzan Rekening Kas Umum
Megara/Daerah yvang menambah saldo anggaran leblh dalam peripde
fahun anggaran yang bersangkutan yvang menjadi hak pemerinizh dan
lidak perlu dibayar kembali cleh pemeriniah.

Lniuk Dinag PPKB dan P3A Kabupaten Waonogin fidak ada komponen
rekening pendapian karena bukan SKPD yang mengeloia pendapatan,

5.1.2 Belanja
Tahun Anggaran 2022 jumiah lotal realisasi belana pada Dinas PPKB
Dan P3A Kabupalen Wonogin adaleh sebagai berkut sebesar Rp
15,277 647 983 -
Yang dapat dirinzi sebagai herkut ©
a, Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawal pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten
Wonogin sebesar Rp.2.506.032.594 atau 36 40% -

z ]
Anggaran Realisasi LebihiKurang |
Urai il
No an (Rp.) iRp.) (Rp.} '
Belanja '
1, | : 3671676899~ | 2506.032.894 - | (1.165,644.105,-)
| & i

b. Belanja Barang Dan Jasa

Reaksasi belanja barang dan jasa pada Dinas PPKB dan P3A
1' il vl Kabupaten Wonogin sabesar Rp 10,379,430.089 atau 8518 %, -
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MNaor Uralan Anggaran Realisasi Lebih/Murang
(Rp.) (Rp) (Rp.)
Belanja _
1. | barang 10.904.585.679,- | 10.379.430.089 - | (525.155.580.-)
dan jasa

c. Belanja Modal

Realisasi belanja maodal pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten
Wonogiri sebesar Rp 2.382.185,000 aiau 0,31%,-

Anggaran Realisasi Lebih/Kurang
No |  Uraian
] (Rp-) (Rp.) Red |
4 Balanja 5 !
; 648 584 840 - | 2382, 185 000 - 4
Madal ; 2.18 {256.809.840, }l

Penjelasan atas Neraca
8.1.3 Aset

Berdesarkan perhitungan atas asel iahun 2022 baik terhadap asal lancar,

asel tetap maupun asel lainnya maka dapat dijelaskan posisi aset Dinas
FPXEB Dan P3A Kabupaten Wonogin sebagai benikul

Asel lancar

Jumlah =set lancar sewmiah Rp. 482991 481,20, adalah kgs di
bendahara pangeluaran adalan Bp 0,-, dan jumiah persediaan akhir 31
Desember 2022 sebesar Rp 482,091 .481,20,-

Aset Tetap

Jumlah dari Asel Tetap adalah Rp 8.022.503.224,35 yang terdiri dari
Tanah Rp 447.480.000 00 -

Peralatan dan Mesin Rp. 12.520.141.145,24 -

Gedung dan bangunan Rp 6.964.072.144,00 -

Jalan,jaringan, dan Ingasi Rp. 72.764.050,00 -

Aset tetap lannya Rp 4.565.000,00 -

Akumulasi peryusutan Asat Telap (Rp 10986510 1 14.39)
Asat tak berwujud  Rp 58.625.000,00, -

- T R S

CALK Dinas FPKF dan PIA 3023
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8. Aseol Lain-ain Rp 850 000,00,
9. Akumulasi Amodisasi Assl Tak Borwujud (Rp 18.62% 000,00,)
10 Akumilas: Penyusutan Aset lninaya (HpBS0.000 00,-)

Kowajiban

Berdasarkan pada perhitungan pada akhir tahun 2022 terdapat kewajgiban
Rp. 91.479.068,00,- yang terdin dari Utang Belanyn pegewal Hp
83.636.200,00,- dan ulang belanja barang jasa Rp. 7 842.218,00,- yang
merupakan kawajiban yang harus diselasaikan,

Ekuitas dana
Sebagaimana neraca per 31 Desembor 2022 Dinas PPKE DOan P3A
Kabupaten wonogiri yang telah disusun Ekuitos Rp 15.277.647.603,00,-
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BAEB VI
PENJELASAN ATAS INFORMAS! - INFORMASI
NON KEUANGAN

Laporan pertanggungiswaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupsten Wonogin telah mengacu
pada Peraluran Menteri Dalam Meger Momor 13 Tahun 2006 lentang Pedaman
Pengelolaan Keuangan Daersh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menten Dalam Hegen Momor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Neger Nomar 13 tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolzan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor &4 Tahun
2013 tenleng Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah serla
ketentuan — kelentuan lzin yang masih berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogini Momor - 13 Tahun 2016
tentang Pembenlukan dan Susunan Perangkat dasrah kabupaten Wonogin serta
Peraturan Bupati Wonogin Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tata Karja Organisasi Perangkat dacrah Kabupaten Wonogin, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Kelusrga Berencana seda bidang Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak. Untuk menyelenggarekan fungsi sebagaimana dimaksud dslam
Pasal 2 Peraturan Bupati Wonogin Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pangendakian Penduduk dan Keluarga Barencana dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupalen Wonogin (Dinas PPKB dan Paa),
Dinas PPKB dan P3A mempunyai lugas = membaniu Bupali dalam malaksanakan
wusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan
bidang pemberdayaan parempuan dan parindungan anak yang menjadi kewsnangan
Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Sedangkan struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk  Dan Keluargs
Barencana dan Pembardayaan Perempuan Dan Perindungan Anak terdici dan:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 a, Kasubag Perencanaan dan Keuangan
o b, Kasubag Umum dan Kepegawaian
.' iy Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencang.
a Sub Koordinator Pangendalian Penduduk

5-._: : _wmmmmm —
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b. Sub Koordinator Keluarga Berencana
4. Kepala Bidang Keluarga Sejahters
a, Sub Keordinator Bina Katahanan Kaluarga
b. Sub Koordinalor Pemberdayaan Keluarga
5. Kepala Bidang Pembardayaan Parempuan dan Perlindungan Anak
2. Sub Koordinalor Pemberdayaan Perempuan
b. Sub Koordinator Perindungan Anak
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BAR VIl
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Dinas Pengandalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan Dan
pedindungan anak Kabupaten Wonogii dengan berpedoman pada Paraturan
Perundang-Undangan yang berlaku yang memuat informasi atas pelsksanaan
angoaran pada Satuan Kera Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian
Penduduk Dasn Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perindungan Anak Kabupaten Wonogiri,

Demiian Catatan Atas Lsporan Keuangan ini dibual uniuk dapal
dipargunakan sebagalmana mestinya,

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPLUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

-KABUPATEN WONOGIRI
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